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PUTUSAN

Nomor 127/Pdt.G/2021/PA.Blu
S\ tre\ Y, 7
@E&M

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Xxxxxxx, xxxxxxx (25 tahun), NIK: XXXXXXX,
agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxxxxx, Desa
Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

melawan

Xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Xxxxxxx, xxxxxxx (31 tahun), agama Islam,
Pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal
di Xxxxxxx, Desa Xxxxxxx, Kecamatan XXXxXxX,
Kabupaten  Bolaang Mongondow  Selatan,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28
September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki
dengan register perkara Nomor 127/Pdt.G/2021/PA.Blu tanggal 28 September
2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:
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1. Bahwa pada hari Xxxxxxx tanggal xxxxxxx Penggugat dengan Tergugat
telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor:
XXXXXXX tertanggal XXXxxxx;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat
berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama
layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah Kakak Kandung Tergugat
selama kurang lebih 3 (tiga) tahun kemudian pindah-pidah tempat tinggal dan
tinggal di keluarga Tergugat yaitu di rumah Sepupu Tergugat selama kurang
lebih 2 (dua) tahun sampai terjadinya perpisahan;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga sekarang tidak
dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya
berjalan rukun dan harmonis, selanjutnya sejak bulan Juni 2021 mulai sering
bertengkar;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat antara lain,
6.1. Bahwa Tergugat tidak berniat untuk hidup mandiri, hingga
bergantung tempat tinggal kepada keluarga Tergugat selama berumah
tangga dengan Penggugat;
6.2. Bahwa Tergugat sering membagi 2 uang yang di berikan
kepada Penggugat, sehingga kebutuhan hidup Penggugat banyak kali
di tanggung oleh keluarga dari Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2021,
yang menyebabkan Tergugat pergi dari rumah dan kembali ke rumah Kakak
kandung Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah
tempat tinggal lebih dari 2 (dua) Bulan lamanya tanpa saling menjalankan

kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
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8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk
membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana
maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga
perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan
permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan
Agama Bolaang Uki Cqg. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili
perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya

menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Xxxxxxx), terhadap
Penggugat (XxXxxxxx);

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil
atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan
tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang

sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara

menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup
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rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak
berhasil;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir
lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang
relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa
tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat telah habis, maka
Panitera Pengadilan Agama Bolaang Uki telah mengirimkan surat teguran kepada
Penggugat dengan suratnya Nomor W18.A8/526/HK.05/11/2021 tanggal 10
November 2021 agar Penggugat menambah panjar biaya perkaranya sampai
dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal teguran
tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Bolaang Uki telah pula membuat
laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor 127/Pdt.G/2021/PA.Blu
tanggal 17 Desember 2021 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu

yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat
dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana

terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan
dibebankan kepada Penggugat;
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Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat telah
habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan
surat Panitera Pengadilan Agama Bolaang Uki Nomor W18.A8/526/HK.05/11/2021
tanggal 10 November 2021, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah
kekurangan panjar biaya perkaranya, sebagaimana surat keterangan Panitera
Nomor 127/Pdt.G/2021/PA.Blu tanggal 17 Desember 2021 yang isinya Penggugat
sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya
perkaranya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak
bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh
dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara a
quo untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan
Panitera Pengadilan Agama Bolaang Uki untuk mencoret perkara tersebut dari
daftar perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan
sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah
dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan
dengan perkara ini.

MENGADILI
1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 127/Pdt.G/2021/PA.Blu dari
pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bolaang Uki untuk
mencoret perkara tersebut dari register perkara,;
3. Membebenkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp1.420.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 20

Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Ula 1443 Hijriyah,
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oleh Nadimin, S.Ag., M.H. sebagai ketua majelis, Riski Lutfia Fajrin, S.H.l. dan
Zumma Nadia Arrifgi, S.H.l. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu
juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan
dibantu oleh Sabrun Djafar, S.Ag, sebagai panitera pengganti, tanpa dihadiri
Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Riski Lutfia Fajrin, S.H.l. Nadimin, S.Ag., M.H.

Zumma Nadia Arrifqi, S.H.l.
Panitera Pengganti,

Sabrun Djafar, S.Ag
Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00

- Proses :Rp  75.000,00
- Panggilan : Rp1.295.000,00
- PNBP :Rp 20.000,00
- Redaksi Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah : Rp1.420.000,00

(satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No. 127/Pdt.G/2021/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



